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Diputuskan Dalam Paripurna DPR
Polri Di Bawah Presiden
Tak Bisa Diutak-atik Lagi

RAPAT Paripurma DPR, di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(27/1/2026), memutuskan satu hal
penting bagi institusi Polri, vaitu
Polri vang saat ini dipimpin Jenderal
Listyo Sigit Prabowo, (etap berada
di bawah Presiden. Keputusan ini
mengikat bagi Pemerintah dan DPR;

schingga posisi Polri ini tidak bisa

[=] Fer b [m]

VERSI
CIGITAL
ARTIKEL M,
SILAKAN

]
o

SCAN R
CODE

diutak-atik lagi.

Rapat Paripuma ke-12 Masa Per-
sidangan HI Tahun 2025-2026 ini
menyetujui delapan poin Percepatan
Reformasi Polri hasil pembahasan
Komisi III DPR. Rapat dipimpin
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Sebelum membuat keputusan, Rapat
Paripurna terlebih dahulu meminta
laporan hasil pembahasan Percepatan
Reformasi Polri oleh Komisi 111
DPR. Laporan dibacakan Ketua Ko-
misi [II DPR Habiburokhman.

Habhib menerangkan, tantangan
kelembagaan dan kinerja penegakan
hukum telah mencapai tahap vang
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e {ukan pembenahian secara kot
pretiensif, Hasil temuan Tin Refoanasi
Pl DPR juga mesunjukkan persoalan
mendasar, yakn persoalan kultur,

“Kondist i menmperliatn babwa
el refirasi tidak sekadar ek,
fetapi bersita kulural,” wpmy,

Habeh menegaskan, kinera Polti
fuckak s ey diukur daes capasan
penekan bk dan statistk keana-
nan. Penbenahan kultur dan perifaku
persanel Polti senjads aspek Kusial
yang, mencotukan tngkan kepencayaan
publik werfsadap imsti Foln,

“Dalaim kontcks terscbut, kebutuhan
atkan tefonmast sistennik tethadap kepo-
listat venjact semabin mendesak.” ujar
politesi Partat Gerindea tersebut,

I3 menambalikan, relormasi bukan
skt perbaruan tepulast, melainkan
Juga pembenatian tas kelola, penguatan
pengawasin, hingga ransformisi buda-
ya et Untok itu, Komest 110 DPR
enstikan proses eviluasi don pembe-
naliars berjalan secara terukur seeta ber-
Kelanjutan,

Thably Laly membacakan delapan

o Percepatan Reformast Foli hasil
raat Kaonist [T DFR. Delapan poin ini

Jugasudah diseruui dan ditandatangani

Kol Jenderal Listyo Sigit Prabwo,

Pertaria, bedudukan Polri tetap betada
langsung di bawah Presider, tidak
berbentuk kementerian, Qan dynmipin
apoli vy dianpkat et dibérhehan
Presidin dengan persetujuan DPR,

Keudun, maksmmalisasi peran-Komisi
Repolision Nasional (Kompolnas).
Retiga, penugasan pnggota Polre di
luat struktur orpaiisasi bisa dilakukan,
Beempat, Komusi 0T DPR kanmemih-
sintalkan pengavasan teeadap Poli:
dengan mengaeu Pasal 204 UUD T3,

Kelima, sistem perenvinaan dan
pengiggaran ol berbasis bithoni-up.
Reenany, penckanan reformast kultwal
el penbenalian ks bukulun
prendidikan kepohisian. Kenjub, menk-
stutalkat petvran fxtan feknologt dalim
pelihsamsan fugas Polil, Kedelapan, Pe-
nyusuriant Rancangn Uiidang-Undang
Pol,

Usat Hlabib menyampaikan lapotan,
Suaan Mustopa lalu bertiva kepada
para atigeta DR vang ladie.“Laporan
Bonusi [ DPR. ates hast] penthaliasan
Percepatin Refonnast Poln apakah
lapat dlisenupud™ waiya Saan. “Seugu”

Jawvil presceta vapar, Kompak, Tok, Saain
etk ralu, tanda bahiwa Kepuiusan
(etsebut sudah s,

Keeputusan Poli tetap o b Pre-
sacdon nendapat dukuigan dar beebagai
opannisasl. Betua Unum Panginan Pusat
Penitda Muhammadiyah Daulfikar
Alimad Tawalla metular, keberadaan
Pl ol B Presickeetsennbuat kit

Korps Bliayangkara akan lebih gfekaf

day efien, Kawena tidak s ielalui
tantar hirokeasi youg panjang. " Posisi
tersebut juga-menjaga independensi
Poled agan tacak mudih ditik ke dalam
kepentingan politik tenentu.” Rata
Dzl di Jakarta, Selasa (27/1/2026),

Dukumgzan serupa datang et Pinpi-
st Persatuan [skan (Persis). Keta
Bidany Garapan Politk dan Kebyakan
Publak PP Persts Mushim Mulit mghegs-
ke, pessenpatann Polii di bawah Presidca
tesergpakian et Komstiusi schaga-
e catue ki Poasal 300w {21
(LI 1943 st dineskaan dakan UL
Nomnor 2 Tadun 2002 tentang Kepolisian,

“Menenpatkan Poln Jingsung di
Bawah Presiden memastikan efektivitas
komando, efisienst pengambilan kebija-
kean, sertan stabilitas keamanan nasional
Lo hanhatan birokeasi,” war Muslim
Mufli, Selasa i 27120261,

Mutti menjelaskan, andagin tersehut
rupian asil Focus Ciroup Discussion
(I vang mehibatkan akadenisi, pakar
bk tata negara, pengamat polik,
dhart s mgsvarakat sipll. Dan FGD
tersebut, substansi reformsi Poli bukan
pacda perubahin posisi kelembagaan,
nielainkan packs transfornas kincea, bu-
ity Cgsnasd, b e persdensi nstinus

BT Persis meyakin balwa reformiasi
Pt yang menyelurh, konssten, Jan
betras dari politisast akan melhirkan
nstitusi kepolisan yang profesonal,
Huttianis, beriatcgritas, serta senakin
dipereanyan din dicontar oleh eakyat Diidu-
s, sy,

Front Penuda Indonesia Raya (FTR)
g fnenilad Polrr i bawah Presiden
eneeettuekan konmitmen Kt terdoday
konstiuse. Koardinator FPIR Fauzan
(Morella mengatakan. posist teesebut
i prinsip sistein Ketatmegatan
g meneinpatkan Foln sehagai afat
ke i et vl Fgsung
kepraida Presiden,

*Polrt i bawah prsiclen adalah bentuk
pencgasan balva wstius kepolisian
farus Berdiei netral, profestonal, dan
tufal teejebak dakan trik-menark ke-
pentirigan politk birokrs,” wjar Fauzn,
i Jakarta, Selasa i 2712026). meyw
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